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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1. Kesimpulan 

a. POJK No.11/03/2020 menjelaskan mengenai upaya pemerintah dalam 

meringankan beban masyarakat yang terkena dampak Covid-19 berupa 

peringanan kredit. Peringanan kredit ini untuk masyarakat yang sebelumnya 

harus mengajukan permohonan peringanan terlibih pada pihak bank. 

Peringanan berupa penurunan suku bunga kredit, pembayaran bunga kredit, 

perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, 

penguragan pokok kredit, oenambahan fasilitas kredit, penundaan pembayaran 

bunga kredit, konvensi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Namu, 

yang terfokus diberikan kepada debitur umkm yaitu penurunan suku bunga 

krdit, pembayaran bunga kredit, dan penundaan pembayaran bunga kredit. 

Pada pelaksanaan rescheduling, reconditioning, dan restructuring belumnya 

ditemukan persoalan hukum dikarenakan sampai saat ini debitur kredit tetap 

taat dan mampu membayar cicilan kredit modal kerjanya tepat pada tempo 

waktu yang telah ditetapkan bank. 

b. Pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan baru dalam menghadapi 

wabah covid-19 diharapkan memberikan peraturan yang lebih jelas dan juga 

harus mempertimbangkan kemampuan perbankan. 
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5.2. Saran 

a. Pelaksanaan ketentuan Relaksasi kredit pada Bank Christa Jaya harus terus 

dilaksanakan dengan baik serta memperhatikan kondisi tiap debitur dan juga 

perlu adanya pengawasan dari pihak bank melihat kemampuan debitur dalam 

memenuhi kewajibannya. 

b. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan kepastian hukum sebagai upaya 

perlindungan hokum dan penegakan hokum. Pemerintah diharapkan dengan 

tegas memberikan kepastian kepada pihak bank kebijakan tersebut wajib 

dilaksanakan dan memberikan persyaratan yang jelas, terperinci dan 

mempermudah persyaratan kepada debitur jika memang membutuhkan 

kelonggaran pembayaran cicilan kredit.  
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